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ABSTRAK 
DIRWANSYAH TAHIR, B111 13 367, dengan judul skripsi “Kajian Sosiologi 
Hukum Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox Oleh Remaja Di Kota 
Makassar”. Di bawah bimbingan Andi Pangerang, sebagai Pembimbing I 
dan Hasbir Paserangi, sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terkait dengan faktor 
apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan lem fox dikalangan 
remaja di kota Makassar serta upaya-upaya penanggulangannya. 
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yakni di Polrestabes 
Makassar, Polsek Biringkanaya, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Yayasan 
Kelompok Peduli Penyalahguna Narkoba dan Obat-obatan (YKP2N). Teknik 
penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer yang 
diperoleh melalui wawancara/interview dengan pihak-pihak terkait, data sekunder 
yaitu data yang diperoleh dari dokumen dari masing-masing lembaga yang 
terkait, buku, serta peraturan perundang-undangan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan lem fox oleh 
remaja di kota Makassar terus meningkat, yang disebabkan oleh tiga faktor 
utama yaitu yang pertama adalah dikarenakan faktor keluarga, kemudian yang 
kedua adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor ketersediaan 
serta keterjangakauan dari lem fox itu sendiri. Upaya penanggulangan yang 
dilakukan adalah: (a) Upaya pre-emtif berupa pembinaan dengan memberikan 
pengetahuan dan melakukan kegiatan edukatif melalui penyuluhan yang 
dilakukan disekolah-sekolah maupun kepada warga masyarakat secara 
langsung, (b) Upaya preventif berupa pengawasan dan pencegahan terjadinya 
penyalahgunaan dengan melakukan melakukan patroli setiap harinya di wilayah 
hukum Polrestabes Makassar, (c) Upaya represif berupa penangkapan dan 
rehabilitasi. Kegiatan ini dilakukan oleh Aparat Kepolisian, Dinas Sosial, serta 
panti rehabilitasi yang ada di kota Makassar yang mana salah satunya adalah 
YKP2N untuk melakukan pemulihan, bimbingan, serta pembentukan karakter 
kepada setiap remaja yang menyalahgunakan Lem fox. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Ubi societas ibi ius atau dalam terjemahannya ke dalam Bahasa 
Indonesia ialah, “dimana ada masyarakat maka disitu pula lah ada 
hukum”. Perkataan Cicero tersebut sampai saat ini benar menyatakan jika 
hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal itu juga selaras 
dengan apa yang dikatakan oleh van Apeldoorn1, yang mengemukakan 
bahwa “Recht is er over de gehele wereld, overall waar een samenleving 
van hensen is”. Yang artinya hukum terdapat di seluruh dunia, dimana pun 
terdapat suatu masyarakat. 
Sejak dulu hingga pada saat ini, hubungan-hubungan antar 
manusia diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa hukum dan masyarakat adalah dua hal 
yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat 
memberi hidup hukum, sedangkan hukum mengarahkan masyarakat 
menuju tujuannya. 
Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai gejala sosial juga 
terus mengikuti, seperti persaingan-persaingan dan konflik dalam proses 
sosial yang dapat menimbulkan ketegangan-ketengangan sosial. Apabila 
ketegangan-ketegangan sosial ini tidak mendapat pemecahan dan 
                                                          
1 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
hlm. 406 
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penanggulangan maka akan berkembang menjadi Penyakit-Penyakit 
Masyarakat, terutama di kota-kota besar pada tiap negara. 
Di Kota Makassar sendiri, berbagai penyakit masyarakat tengah 
melingkupinya. Mulai dari gelandangan, pengemisan, pelacuran, 
perjudian, sampai pada tindakan-tindakan kriminal lainnya. Yang marak 
akhir-akhir ini ialah kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh 
para remaja atau anak yang biasa disebut juga dengan Juvenile 
delinquency. 
Di Indonesia belum ada istilah resmi untuk menerjemahkan 
“Juvenile Delinquency”, banyak istilah dipergunakan antara lain seperti: 
kejahatan anak-anak, brandalan/brutal, crossboy-crossgirl, taruna tersesat 
dan sebagainya. Tetapi yang paling banyak dipergunakan adalah istilah 
kenakalan anak-anak.2 
Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu 
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang 
dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta 
ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.3 
Kenakalan remaja dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, 
perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan 
dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam 
                                                          
2 Soedjono D., 1981, Sosiologi, Alumni, Bandung, hlm. 186 
3 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 56 
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masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun 
dan dibawah delapan belas tahun serta belum menikah.4 
Pada saat sekarang ini, kenakalan anak-anak atau kenakalan 
remaja merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat 
yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan bukan 
hanya karena kenakalan remaja yang terus berkembang dan meningkat 
dari waktu ke waktu, namun hal ini juga telah menimbulkan keresahan 
serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
Salah satu bentuk kenakalan remaja yang terus berkembang di 
tengah masyarakat ialah penyalahgunaan lem fox. Yang mana lem 
dengan fungsi untuk merekatkan suatu benda dengan yang lain malah 
dipergunakan dengan cara dihirup. 
Remaja yang cenderung tidak tahu akibat negatif dari 
penyalahgunaan lem ini akan merasa senang setelah menggunakannya. 
Sesaat setelah pemakaian mereka akan merasa “fly”. Mereka kehilangan 
kesadaran diri, seperti halnya dengan mabuk.  
Hal tersebut terjadi dikarenakan lem fox itu sendiri mengandung zat 
Lysergic Acid Diethyilamide (LSD) yang apabila dimasukkan kedalam 
tubuh manusia dapat mengubah suasana hati, perasaan, pikiran, serta 
perilaku seseorang. Dan pemakaian yang terus menerus akan 
mengakibatkan ketergantungan terhadap keadaan psikologis pengguna. 
                                                          
4 Loc.Cit 
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Perilaku “ngelem” ini pun mulai menjadi tren bagi kalangan remaja 
di Kota Makassar, dikarenakan tidak adanya kontrol dan pengawasan 
yang ketat, disamping itu juga untuk mendapatkan lem fox ini tidaklah 
sulit, melainkan sangat mudah sekali karena keberadaanya sendiri legal 
(sebagai lem). Cukup dengan membawa uang Rp.6000 (enam ribu rupiah) 
sampai Rp.10000 (sepuluh ribu rupiah) saja sudah bisa membawa pulang 
sebuah lem. Tanpa harus bertransaksi secara sembunyi-sembunyi seperti 
halnya bertransaksi narkoba. 
Disinah titik yang sangat jelas bahwa dengan adanya kesalahan 
penggunaan lem fox yang mengandung zat berbahaya itu, masa depan 
anak bangsa semakin terancam, bahkan bahaya itu dapat melebihi 
sebuah narkotika yang kerap ditentang keberadaanya. 
Maka dari itu, sudah seharusnya permasalahan ini menjadi 
masalah yang harus ditangani secara serius oleh masyarakat dan 
pemerintah. Seperti kita ketahui, bahwa institusi yang mempunyai tugas 
sebagai penegak hukum yang juga menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat di Indonesia ini adalah Kepolisian sesuai yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan  
diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi 
penyalahgunaan lem fox dikalangan remaja di Kota Makassar? 
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya 
penyalahgunaan lem fox dikalangan remaja di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan 
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di 
atas, yaitu: 
1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi 
penyalahgunaan lem fox dikalangan remaja di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 
penyalahgunaan lem fox di Kota Makassar. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Kegunaan penelitian ini diantaranya: 
1. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, 
diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 
almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi bentuk perilaku-perilaku 
menyimpang dalam masyarakat dan diharapkan mampu 
memberikan masukan kepada pihak penegak hukum dalam upaya 
memelihara dan menumbuhkan sikap tertib hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Sosiologi Hukum 
1. Pengertian Sosiologi Hukum 
Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan 
secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang 
dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai 
bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-
undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan 
manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, 
dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum 
lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di 
masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab 
lahirnya hukum di masyarakat.5 
Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenankan oleh 
seorang yang bernama Anzilotti pada Tahun 1882. Dari sudut 
perkembangannya, dapat dijelaskan bahwa sosiologi hukum pada 
hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum, ilmu 
hukum, serta sosiologi. Semenjak Anzilotti mengemukakan istilah 
                                                          
5 Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 16 
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sosiologi hukum, timbul berbagai pendapat yang berkisar pada ruang 
lingkup sosiologi hukum dan perspektif penelitiannya.6 
Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum, yaitu berkisar pada: 
1. Mempelajari dasar sosial dari hukum, berdasarkan anggapan 
bahwa hukum timbul dari proses lainnya (the genetic sociology of 
law). 
2. Mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya 
dalam masyarakat (the operational sociology of law). 
Adapun perspektif penelitian sosiologi hukum dapat dibedakan antara: 
1. Sosiologi hukum secara teoretis bertujuan untuk menghasilkan 
generalisasi/abstrak setelah pengumpulan data, pemeriksaan 
terhadap keteraturan sosial, dan pengembangan hipotesis (yang 
didalamnya selalu terdapat hubungan sebab akibat). 
2. Sosiologi hukum empiris atau praktis, yang bertujuan untuk menguji 
berbagai hipotesis tersebut melalui pendekatan yang sistematis 
dan metodologis.7 
Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum 
sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan, bahwa kegunaan 
sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut: 
1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-
kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks 
sosial. 
                                                          
6 Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223 
7 Loc.Cit 
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2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan 
kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analitis terhadap 
efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana 
pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan 
sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-
keadaan sosial tertentu. 
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas 
hukum di dalam masyarakat.8 
Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya 
fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori 
sosiologis sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan 
nonhukum, melainkan juga dari kalangan hukum sendiri.9 
Achmad Ali dalam bukunya mengemukakan ada 8 aliran pemikiran 
dalam imu hukum secara konvensional (barat). Yang salah satunya 
adalah aliran sosiologis. Kemudian dijelaskan bahwa aliran sosiologis 
memandang hukum sebagai “kenyataan sosial”, bukan sebagai kaidah.10 
Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum 
dalam kenyataanya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti di 
                                                          
8 Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 26 
9 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Kencana, 
Jakarta, hlm. 5 
10 Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 213 
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dunia sein, sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang 
bersifat deskriptif.11 
Banyak sekali definisi-definisi yang diketengahkan dalam memberi 
arti sosiologi, ada yang mengemukakan sosiologi adalah ilmu tentang 
masyarakat, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari antaraksi yang timbul 
dalam kehidupan bersama, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 
struktur dan proses-proses sosial, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 
gejala-gejala dalam pergaulan hidup manusia dan berpuluh-puluh definisi 
lainnya.12 
Untuk memberikan pengertian Sosiologi Hukum, penulis 
mengemukakan 4 (empat) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan 
di bidang Sosiologi Hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. 
1. Soerjono Soekanto 
Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 
secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari 
hubunggan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala 
sosial lainnya. 
2. Satjipto Rahardjo 
Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum 
terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 
 
 
                                                          
11 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Op.cit., hlm. 7 
12 Soedjono D., 1981, Sosiologi, Alumni, Bandung, hlm. 25. 
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3. R. Otje Salman 
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya 
secara empiris analitis. 
4. H.L.A. Hart 
H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi 
hukum. Namun definisi yang dikemukakannya mempunyai 
aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu 
konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan 
yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu didalam gejala 
hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut 
Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara 
aturan utama (primary rules) dan aturan tambahan (secondary 
rules). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentanng 
kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan pergaulan hidup; sedangkan aturan 
tambahan terdiri atas (a) rules of recognition, yaitu aturan yang 
menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki 
urutannya, (b) rules of change, yaitu aturan yang mensahkan 
adanya aturan utama yang baru, (c)  rules of adjudication, yaitu 
aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan 
untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu 
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apabila suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama 
dilanggar oleh warga masyarakat. 13  
 Selain itu Saifullah dalam bukunya juga mengatakan, Sosiologi 
hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, 
mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan 
hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat. 
Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi 
hukum.14 
 Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu 
orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam 
masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi seperti aspek 
kedamaian, konflik, kesesuaian atau bertentangan dengan norma 
merupakan bagian essensial pula dari telaah yang dilakukan oleh sosiolog 
hukum. Liberalisasi pemikiran yang dituangkan dalam proses penceritaan 
merupakan suatu kelebihan yang tiada batas bagi penuangan ide. 
Sehingga sosiologi hukum tidak mempersoalkan tempat, waktu, berlaku, 
tidak berlaku, ideal, tidak ideal, dan lain-lain. Inilah yang disebut konteks 
keseluruhan atau the hole complexs dari sosiologi hukum sebagai ilmu.15 
 Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan 
hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, 
sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi 
                                                          
13 Zainuddin Ali, 2007, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1 
14 Saifullah, 2013, Refleksi Sosiologi Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3 
15 Ibid, hlm. 4 
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sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial 
tentang hukum.16 
 
2. Objek Kajian Sosiologi Hukum 
Objek sasaran studi yang penting dalam sosiologi hukum, yaitu hal-
hal yang berhubungan dengan “Pengorganisasian Sosial dari hukum”:17 
Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam 
kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, 
pengadilan, polisi, advokat dan sebagainya. Pembuatan undang-undang 
disini dilihatnya sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh 
karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati 
seperti usia anggotanya, pendidikan dan faktor-faktor sosial lainnya. 
Dalam studi tentang perundang-undangan sosiologi hukum secara 
mendalam berusaha mengungkap faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
efektivitas undang-undang, mengapa orang mentaati hukum, golongan 
mana yang diuntungkan dan dirugikan dengan dikeluarkannya undng-
undang tertentu dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat 
dipahami benar perhatian dan objek penyelidikan sosiologi hukum.18 
Hal yang perlu dipahami pula dari segi objek sasaran studi 
sosiologi hukum adalah bahwa perspektif organisasi dari sosiologi hukum 
juga menyingkapkan mengenai janji-janji dalam hukum akan efektif 
bermanfaat terutama oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang 
                                                          
16 Loc.Cit. 
17 Soedjono Dirdjosisworo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 53 
18 Loc.Cit. 
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mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara 
hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. 
Seperti dikemukakan oleh Schuyt: “kemampuan mengorganisasikan diri 
tersebut tergantung pula dari beberapa faktor lain yakni prestise sosial 
dari suatu kelompok sosial tertentu. 19 
Selanjutnya menurut Achmad Ali, objek utama kajian sosiologi 
hukum adalah sebagai berikut: 
a. Dalam megkaji hukum sebagai government social control, 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perang kat kaidah 
khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan 
ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum 
dipandang sebgai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah 
dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga 
masyarakat. 
b. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum 
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 
pembentukan masyarakat. Sebagai mahluk sosial yang 
menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam 
masyarakatnya yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah 
sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi 
                                                          
19 Loc.Cit. 
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sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi 
sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
c. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi sebgai objek yang membahas sosiologi hukum 
bukanlah stratifikasi hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen 
dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi yang 
dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini 
dapat dibahas bagaimana adanya stratifikasi sosial terhadap 
hukum dan pelaksana hukum. 
d. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting 
dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti 
direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan 
menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.20 
Di samping itu, oleh Lauddin Marsuni, pada perkuliahan Program 
Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, antara lain mengemukakan 
bahwa objek utama kajian sosiologi hukum: 
                                                          
20 Achmad Ali, 2008, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 
hlm. 19  
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1. Mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai government social 
control. 
2. Sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu 
proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai 
makhluk sosial. 
3. Dampak dengan adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan 
pelaksanaan hukum. Topik kajian lain sosiologi hukum adalah 
termasuk birokrasi dan birokratisasi, organisasi, profesi hukum 
dan kaum professional hukum serta tingkah laku hukum aparat 
dan pelaksana proses peradilan. 
4. Pembahasan tentang perubahan dalam hal ini perubahan hukum 
dan perubahan masyarakat.21 
Bagaimanapun juga, sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk 
menvertifikasikan pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-
bentuk formal tertentu, ke dalam tingkah laku orang-orang yang 
menjalankannya. Tingkah laku-tingkah laku yang nyata inilah yang ingin 
diketahui oleh hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum 
yang diambilkan dari dunia penyelenggaraan hukum, sekadar sebagai 
peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan 
menganggapnya dari sudut ilmu tersebut. 22 
 
 
                                                          
21 Syamsuddin Pasamai, 2009, Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis dan 
Terapan), PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 133 
22 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.333 
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3. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut 
Satjipto Rahardjo, yaitu: 
1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan 
mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum 
maupun masyarakat. Apabila praktik-praktik tersebut dibedakan 
ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, 
penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga 
mempelajari, bagaimana praktik yang terjadi pada masing-
masing kegiatan hukum tersebut.  Sosiologi hukum berusaha 
menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-
sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar 
belakangnya dan sebagainya.  
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari 
suatu peraturan atau pernyataan hukum. Apabila hal itu 
dirumuskan dalam suatu pertanyaan, pertanyaan itu adalah 
“bagaimanakah dalam kenyataanya peraturan tersebut?”, 
“apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi 
peraturan?”. Terdapat suatu pebedaan yang besar antara 
pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan 
sosiologis, yaitu bahwa yang pertama menerima saja apa yang 
tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa 
mengujinya dengan data empiris. 
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3. Berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan 
penilaian terhadap hukum.  Perilaku yang mentaati hukum dan 
yang menyimpang dari hukum sam-sama merupakan objek 
pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang 
satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah 
pada memberikan penjelasan terhadap objek yang 
dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering 
menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin 
membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar 
hukum. Kiranya perlu ditegasakan sekali lagi disini bahwa 
sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan 
mendekat hukum dari segi objektivitas semata dan pertujuan 
untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang 
nyata.23 
Selanjutnya Zainuddin Ali dalam bukunya menjelaskan bahwa 
karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam 
masyarakat dalam mewujutkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) 
pengungkapan (revealing), dan (4) prediksi. Dan aka di uraikan sebagai 
berikut: 
1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi 
terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu 
dibeda-bedakan kedalam pembuatan undang-undang, 
                                                          
23 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni, 
Bandung, hlm. 29 
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penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari 
bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang 
kegiatan hukum tersebut. 
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu 
praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar 
belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing 
kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum 
normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada “apa 
hukumnya” dan “bagaimana menerapkannya”. Satjipto Rahardjo 
mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara 
pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative 
understanding, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, 
serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, 
mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku 
orang dalam bidang hukum sehingga mampu 
mengungkapkannya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua 
segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh Karena itu, sosiologi hukum 
tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, 
melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat 
internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. 
Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum 
tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan 
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hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan 
sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini. 
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari 
suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu 
memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai 
dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas 
disini adalh “apakah kenyataan memang seperti tertera pada 
bunyi peraturan itu?” Bagaimana dalam kenyataan peraturan 
hukum itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis 
normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi 
hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang 
tertera pada peraturan hukum, sedangkn yang kedua 
senantiasa mengujinya dengan data empiris. 
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap huku. 
Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan 
objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih 
dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada 
memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. 
Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah 
paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan 
praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali 
lagi dikemukakan disini, bahwa sosiologi hukum tidak 
memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi 
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objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan 
terhadap fenomena hukum yang nyata. 24 
Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan 
moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis 
menurut Gerald Turke, antara lain pada: 
1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial; 
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam 
“the social world” mereka; 
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-
pranata hukum; 
4. Tentang bagaimana hukum dibuat; dan 
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.25 
Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana 
hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum 
menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang 
berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan 
sosial terhadapa hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi 
masyarakat.26 
 
 
 
                                                          
24 Zainuddin Ali, 2007, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9 
25 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Kencana, 
Jakarta, hlm. 26 
26 Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 
hlm. 34 
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B. Kepolisian 
1. Pengertian Polisi 
Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan 
perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam 
kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang 
mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan 
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.27 
Kepolisian sebagai terminologi menunjuk kepada sesuatu yang 
terkait dengan penegakan hukum. Dalam konteks kenegaraan kepolisian 
adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat pengamanan kebijakan penegakan hukum 
serta pengembangan hukum disamping kewenangan utamanya di bidang 
penyelidikan dan penyidikan.28 
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara 
dibidang pemeliharaan keamanan dn ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 
(Pasal 2 UU. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI). 
Polisi bukan hanya penegak hukum, melainkan juga memiliki tugas 
dan kewenangan lain sebagai penegak keamanan dan ketertiban 
masyarakat, serta pelindung warga masyarakat.29 
                                                          
27 Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 56 
28 Hamza Baharuddin dan Masaluddin, 2010, Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, & 
Paradigma), Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 117 
29 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
hlm. 509 
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Dilihat dari sudut sosiologi hukum, polisi adalah sekaligus hakim, 
jaksa dan bahkan bisa juga menjadi pembuat undang-undang. Dalam diri 
polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada rakyat yang diatur oleh 
hukum tersebut. Dalam kedudukan yang demikian itulah ia bisa menjadi 
hakim dan sebagainya sekaligus, sekalipun semua itu barang tentu hanya 
dalam garis-garis besarnya saja.30 
Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sekalipun 
bersama-sama berada pada jajaran penegak hukum, tetapi polisi layak 
untuk diberi tempat pada penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang 
begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan 
oleh karena ia bisa disebut suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat 
yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaanya yang harus 
berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat.31 
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, pada Pasal 5 dijelaskan tentang pengertian 
dari kepolisian yang berbunyi: 
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri. 
                                                          
30 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.331 
31 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Kencana, 
Jakarta, hlm. 164 
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(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional 
yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
2. Tugas dan Kewenangan Polisi 
Tugas dan kewenangan polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13, 
14, 15, 16, 17, 18, dan 19. 
Pasal 13 
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakkan hukum; dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan; 
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c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian; 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atntahau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
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l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 15 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara 
umum berwenang: 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ketertiban umum; 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administrative kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
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j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan 
masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
 
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya berwenang: 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin dan elakukan pengawasan senjata api, bahan 
peledak, dan senjata tajam; 
f. Emberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 
badan usaha di bidang jasa pengamanan; 
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih apparat kepolisian 
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 
kepolisian; 
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h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dala menyidik 
dan memberantas kejahatan internasional; 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi 
terkait; 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 
kepolisisan internasional; 
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 
tugas kepolisian. 
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 16 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia berwenang, untuk: 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledehan, dan 
penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan; 
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d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dalam pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 
yang berwenang ditempat pemerikasaan imigrasi dalam keadaan 
mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 
yang disangka melakukan tindak pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 
l. Mengadaakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah 
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
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b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan; 
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 
jabatannya; 
d. Pertimbangan yang layakberdasarkan keadaan yang memaksa; 
dan 
e. Menghormati hak asasi manusia. 
Pasal 17  
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 
wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di 
daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 18 
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 
bertindak menurut pinilaiannya sendiri. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
dapat dilakukan dalam keadaan ang sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pasal 19 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berasarkan norm 
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hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, 
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan 
tindakan pencegahan.32 
 
C. Penegakan Hukum 
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak 
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 
didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 
memelihara, dan memelihara, dan mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup.33 
Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya 
dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum 
tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk 
mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum 
dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, 
misalnya adalah, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, 
                                                          
32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
33 Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, 
Jakarta, hlm. 5 
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untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan 
tertentu dan sebagainya.34 
Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum 
itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi 
dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan 
hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan 
pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga 
makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, 
produksi, dan Pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal dengan 
welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata 
rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) 
hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.35 
Selanjutnya, law enforcement, yang sering diterjemahkan sebagai 
“penegakan hukum” menurut Munir Fuady, yang dimaksudkan adalah 
suatu upaya dan proses yang dilakakukan dan dipertanggungjawabkan 
kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau kepada pihak yang 
didelegasikannya. Di samping itu, dalam hal-hal tertentu juga dilakukan 
oleh pihak swasta, professional, atau masyarakat untuk mewujudkan ide, 
konsep, dan kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis, yang bersifat 
normatif, dan umumnya abstrak untuk diwujudkan ke dalam fakta-fakta, 
kasus, dan kenyataan masyarakat setelah sebelumnya dilakukan 
klasifikasi, kualifikasi, dan interpretasi terhadap fakta dan kaidah hukum 
                                                          
34 Satjipto Rahardjo, 1986, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, CV. SInar Baru, 
Bandung, hlm. 11 
35 Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191 
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tersebut sehingga dapat tercapai dalam kenyataan unsur-unsur keadilan, 
kepastian hukum, ketertiban, keamanan, dan apa pun lainnya yang 
menjadi tujuan hukum tersebut.36 
Hukum sebagai pedoman untuk bertindak atau bertingkah laku 
dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai pedoman untuk 
dibaca, tetapi harus ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan. Menurut 
Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 
perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia 
kecenderungannya demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu 
popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan 
penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. 
Pendapat yang agak sempit tersebut, mempunyai kelemahan, apabila 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan 
hakim itu malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.37 
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang 
sangat memengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut saling 
sangat berkaitan erat, sehingga merupakan esensi dari penegakan 
hukum, dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. 
Kelima faktor tersebut adalah: 
1. Faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang. 
                                                          
36 Muanir Fuady, 2007, Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan 
Masyarakat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 107 
37 Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, 
Jakarta, Hlm. 5 
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2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan 
hidup.38 
 
D.  Remaja  
Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh 
atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang 
lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan 
fisik.39 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud 
dengan remaja ialah mulai dewasa.40 Pada masa remaja manusia tidak 
dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. 
Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa 
dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun.41  
                                                          
38 Soerjono Soekanto, 1986, Op. Cit. hlm. 6 
39 http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/, diakses 22 Februari 2017 Pukul 10.34 WITA 
40 http://kbbi.web.id/remaja, diakses 22 Februari 2017 Pukul 10.48 WITA 
41 https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja, diakses 22 Februari 2017 Pukul 10.57 WITA 
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Dari sudut batas usia saja sudah tampak bahwa golongan remaja 
sebenarnya tergolong kalangan yang transisional. Artinya, keremajaan 
merupakan gejala sosial yang bersifat sementara, oleh Karena berada 
antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari 
kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, 
Karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap dewasa, sedangkan 
orang dewasa mereka masih dianggap kecil.42 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut 
kepribadiannya, maka para remaja mempunyai berbagai ciri tertentu, baik 
yang bersifat spiritual maupun badaniah. Contoh ciri-ciri itu adalah, 
sebagai berikut: 
1. Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai laki-laki 
atau wanita tampak semakin tegas, halmana secara efektif ditonjolkan 
oleh para remaja, sehingga perhatian terhadap jenis kelamin lain 
semakin meningkat. Oleh remaja perkembangan fisik yang baik 
dianggap sebagai salah satu kebanggan. 
2. Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan 
kalangan yang lebih dewasa atau yang dianggap lebih matang 
pribadinya. Kadang-kadang diharapkan bahwa interaksi sosial itu 
mengakibatkan masyarakat menganggap remaja sudah dewasa. 
                                                          
42 Soerjono Soekanto, 2004, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta, hlm.51 
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3. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan 
dewasa, walaupun mengenai masalah tanggung jawab secara relative 
belum matang. 
4. Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri, baik secara sosial, 
ekonomis maupun politis, dengan mengutamakan kebebasan dari 
pengawasan yang terlalu ketat oleh orang tua atau sekolah. 
5. Adanya perkembangan taraf intelektualitas (dalam arti netral) untuk 
mendapatkan identitas diri. 
6. Menginginkan sistem kaidah dan nilai yang serasi dengan kebutuhan 
atau keinginannya, yang tidak selalu sama dengan sistem kaidah dan 
nilai yang dianut oleh orang dewasa.43 
Secara psikologis usia remaja merupakan umur yang dianggap 
“gawat”, karena yang bersangkutan sedang mencari identitasnya. Untuk 
itu, harus tersedia tokoh-tokoh ideal yang pola perilakunya terpuji. 
Pertama-tama, dia akan berpaling pada lingkungan yang terdekat 
dengannya, yakni orang tua, saudara-saudaranya dan mungkin juga 
kerabat dekatnya. Apabila idealismenya tidak terpenuhi oleh lingkungan 
terdekatnya, dia akan berpaling ke lingkungan lain (yang belum tentu 
benar dan baik). Oleh karena itu, lingkungan terdekat senantiasa harus 
siap membantu sang remaja.44 
Andi Mappiare juga menyatakan bahwa remaja ingin bebas dalam 
menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang orangtua masih takut 
                                                          
43 Ibid, hlm.52 
44 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2013, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 393 
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memberikan tanggung jawab kepada remaja sehingga terus membayangi 
remajanya. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orang 
tua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk diberi 
kebebasan. Remaja sedang berada dalam proses berkembang ke arah 
kematangan atau kemadirian, remaja memerlukan bimbingan karena 
mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan 
lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah 
kehidupannya.45 
   
E. Lem Fox 
Lem adalah bahan lengket (biasanya cairan) yang dapat 
merekatkan 2 benda atau lebih. Lem bisa dibuat dari 
bagian tumbuhan atau hewan, maupun bahan kimia dari minyak. 
Lem pertama mungkin adalah cairan alami yang berasal 
dari pohon saat ditebang. Kemudian orang belajar membuat lem dengan 
merebus kaki, tulang, ataupun tulang rawan binatang. Beberapa lem yang 
kuat pertama kali dibuat dari tulang ikan, karet, atau susu. 
Lem sederhana dapat dibuat di rumah dengan mencampur tepung 
terigu dan air. Lem ini akan merekatkan potongan-potongan kertas 
bersama. Banyak seni yang dapat dibuat menggunakan lem. 
Kliping adalah karya seni yang dibuat dengan menggunakan lem untuk 
merekatkan benda-benda berwarna ke kertas. 
                                                          
45 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 57 
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Beberapa lem dapat dibuat untuk menahan air 
masuk perahu, bangunan, atau kendaraan.Dalam kasus ini, lem bisa 
disebut ca(u)lk. Beberapa bahan buatan manusia, seperti bahan seperti 
kayu, dibuat menggunakan lem untuk merekatkan potongan-potongan 
kecil bahan atau bubuk. 
Banyak lem yang aman, namun banyak jenis lem yang 
mengandung bahan kimia berbau menusuk. Beberapa orang menghirup 
lem seperti itu untuk merasa nyaman. Terkadang orang salah 
menghirup uapnya. Ini amat tidak baik karena bahan kimia itu sering 
beracun dan bisa menyebabkan kerusakan otak ataupun sakit.46 
Sama halnya, Lem Fox juga merupakan lem serbaguna untuk 
merekatkan berbagai alat atau barang. Tetapi jenis lem ini sering 
disalahgunakan oleh para remaja untuk membuat mereka mabuk atau 
hilang kesadaran, dikarenakan lem ini mengandung zat yang termasuk 
kategori Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). 
Lem fox ini sendiri merupakan salah satu jenis NAPZA yang 
digunakan dengan cara dihirup hingga kondisi tertentu dan berpotensi 
amat kuat untuk menimbulkan ketergantungan bagi si pengguna. Lem fox 
juga dapat digolongkan sebagai inhalansia atau solven, yaitu uap bahan 
yang mudah menguap yang dihirup. Penggunaan menahun toluene yang 
                                                          
46 https://id.wikipedia.org/wiki/Lem diakses 22 Februari 2017 Pukul 17.06 WITA 
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terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan 
otak.47 
Zat yang ada dalam lem fox adalah Lysergic Acid Diethyilamide 
(LSD) yaitu zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan apabila terhirup 
zat tersebut mampu mengubah pikiran, suasana hati dan perasaan, serta 
perilaku penggunanya.48 
LSD sebenarnya bukan jenis narkotika baru. Varian narkoba sudah 
ada sejak puluhan tahun lalu. Menurut sejarahnya, LSD diciptakan 
pertama kali oleh Albert Hofmann pada tanggal 16 November 1938. 
Hofmann adalah seorang ahli kimia yang bekerja untuk Sandoz 
Pharmaceutical, Basel, Swiss. Hofmann secara tak sengaja mensintesis 
LSD selagi mencari formula stimulan darah. Kala itu, ia tak mengetahui 
bahwa obat ini memiliki kemampuan halusinogen alias menyebabkan 
halusinasi. Efek halusinasi ini baru diketahui pada Tahun 1943, ketika 
Hofmann tak sengaja menggunakannya. Ia kemudian menemukan bahwa 
dosis oral sebanyak 25 mikrogram, yang setara dengan berat beberapa 
butir garam ini mampu menghasilkan halusinasi hidup. 49  
Dijelaskan juga didalam buku Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, 
bahwa LSD (Lysergic Acid Diethylamide) merupakan contoh dari 
Psikotropika Golongan I, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk 
                                                          
47 Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan 
Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 23   
48 http://transsulawesi.com/artikel/27135V3f1d?869-lagi-tren-menghirup-lem-fox-buat-
mabuk.html di akses 15 Maret 2017, Pukul 09.58 WITA 
49 http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150122125436-255-26489/lsd-awalnya-
diciptakan-untuk-pasien-sakit-jiwa/ di akses 6 Maret 2017, Pukul 13.12 WITA 
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tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 
mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.50 
Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang 
Psikotropika, zat LSD juga sudah dicantumkan dalam daftar psikotropika 
golongan I.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
50 Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan 
Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 6   
51 Lihat Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
Metode penelitan adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat 
dilaksanankannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi. 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk 
mendapatkan informasi mengenai masalah yang dibahas adalah wilayah 
hukum Polrestabes Makassar. Alasan penulis memilih wilayah tersebut 
dengan pertimbangan karena banyaknya kasus penyalahgunaan lem fox 
yang dilakukan oleh remaja di Kota Makassar. Pengumpulan data dan 
informasi dilakukan di berbagai tempat yang penulis anggap dapat 
memberikan kontribusi dalam penelitian. Tempat-tempat yang dimaksud 
adalah : 
1. Polrestabes Makassar 
2. Polsek Biringkanaya Kota Makassar 
3. Dinas Sosial Kota Makassar 
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4. Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan 
Obat-obatan (YKP2N) 
5. Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin 
6. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait.  
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berhubungan dengan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum. 
Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang 
diterbitkan oleh Negara lain dan bahan-bahan internasional. 
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 
mengikat, yang berupa: 
1. Undang-Undang Dasar 1945 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 
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3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 
Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 
meliputi, buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-
hasil ilmiah para sarjana, literature dan hasil penelitian. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder 
misalnya bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, dan 
sebagainya. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field 
research), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi 
dan relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dan diperoleh 
melalui wawancara. 
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (literature 
research), yaitu buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, 
karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan berbagai data yang dikumpulkan 
melalu media online.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara (interview), yakni teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait 
langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini 
Kepolisian, Dinas Sosial Kota Makassar, Yayasan Kelompok 
Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan (YKP2N), 
serta Pelaku Penyalahgunaan Lem Fox. 
2. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang penulis 
lakukan dengan cara mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak 
yang terkait dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar. 
 
D. Analisis Data 
Data dari hasil penelitian penulis dianalisa dengan menggunakan teknik 
kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan degan fakta 
yang lain, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan 
dan menguraikan informasi yang diperoleh dengan menggunakan 
pendekatan empiris yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang 
diperoleh di lapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Lem 
Fox di Kalangan Remaja 
Karena polisi dianggap sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan 
masyarakat, maka setiap persoalan sosial selalu diarahkan pada polisi. 
Sementara itu polisi juga masih mempunyai pekerjaan lain dalam 
menegakkan hukum, mencari dan menemukan tersangka tindak pidana 
serta terjadinya pelanggaran hukum yang dapat diproses sesuai dengan 
hukum positif. 
Belum lagi peristiwa jalanan yang kerap selalu menjadi 
ketidaknyamanan masyarakat yang terus selalu membutuhkan kehadiran 
sosok polisi ditengah-tengah masyarakat seperti unjuk rasa, keramaian, 
kemacetan, hingga sampai anak terlantar yang tertinggal orang tuanya. 
Tetapi kondisi tersebut terus menjadi konsentrasi polisi dalam 
memperbaiki kehidupan masyarakat. Sebagaimana juga dalam Pasal 15 
Ayat (1) UU Kepolisian pada butir C dikatakan bahwa Kepolisian juga 
berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat.  
Penyakit masyarakat atau penyakit sosial adalah segala bentuk 
tingkah-laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, 
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adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa di integrasikan dalam pola 
tingkah laku umum.52 
Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang 
terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi “penyakit”. Dapat disebut 
pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh 
faktor-faktor sosial. Disebut sebagai masalah sosiopatik karena 
peristiwanya merpakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu 
fungsinya disebabkan oleh stimuli sosial.53 
Yang mana dalam penjelasan undang-undang kepolisian itu sendiri 
telah dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan penyakit masyarakat 
antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, 
penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, 
penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. 
Saat ini berbagai penyakit masyarakat memang masih banyak 
ditemukan di kota Makassar. Salah satunya juga adalah kenakalan 
remaja, yaitu perilaku buruk yang dilakukan oleh remaja berumur 13-20 
tahun. Mulai dari seks bebas, tawuran, geng motor, penyalahgunaan 
napza, hingga kenakalan-kenakaln lainnya. Kenakalan yang terbaru dan 
mulai dibicarakan masyarakat adalah banyaknya remaja yang suka 
menyalahgunakan lem fox dengan cara dihirup. 
                                                          
52 Kartini Kartono, 2013, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 4 
53 Kartini Kartono, Loc.Cit 
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Dalam hal upaya menanggulangi perilaku penyalahgunaan lem fox 
yang meresahkan warga, maka aparat dalam hal ini kepolisian melakukan 
upaya-upaya yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: 
 
1. Upaya Pre-Emtif 
Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
yang dilakukan dalam penannggulangan kejahatan. Secara pre-
emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.54  
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka upaya pre-emtif 
yang dilakukan aparat kepolisian adalah memberikan kesadaran 
akan bahayanya menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya, kemudian memberikan Pendidikan hukum pada 
umumnya yang baik kepada para remaja melalui penyuluhan yang 
dilakukan disekolah-sekolah dan juga penyuluhan kepada anggota 
masyarakat khususnya orangtua agar lebih menjaga anaknya. 
                                                          
54 A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 80 
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Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
AIPDA Jiyanto, Sat Binmas Polrestabes Makassar yang 
diwawancarai pada tanggal 5 Juni 2017 memaparkan bahwa: 
“Kami pihak kepolisian Sat Binmas Polrestabes Makassar 
dalam mencegah penyalahgunaan Napza termasuk obat-
obatan daftar G beserta Lem Fox yang dilakukan oleh 
remaja adalah dengan melakukan penyuluhan setiap 
harinya di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Dan 
didalam penyuluhan itu kami sampaikan bagi orangtua agar 
mengawasi anaknya.”   
 
Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan 
oleh IPDA Subhana, Panit 1 Binmas Polsek Biringkanaya yang 
diwawancarai pada tanggal 17 Juli 2017, mengatakan bahwa: 
“Polsek Biringkanaya selalu mengadakan sosialisasi 
ataupun penyuluhan terkait hukum juga mengenai 
kenakalan remaja di sekolah-sekolah. Dan baru saja 
kemarin kami dari Binmas Polsek Biringkanaya 
mengadakan sosialisasi bahaya narkoba di SMPN 14 
Makassar dan sosialisasi cegah kenakalan remaja di SMPN 
35 Makassar. Selain itu kami juga sering mengarahkan 
kepada seluruh anggota Bhabinkamtibmas agar rutin dalam 
memberikan nasehat-nasehat atau himbauan kamtibmas 
kepada anak-anak muda agar tidak keluyuran kemana-
mana tanpa tujuan yang jelas, apalagi ikutan geng motor, 
balap liar, juga tidak mendekati narkoba dan obat-obatan 
lainnya.” 
 
2. Upaya Preventif 
Preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-emtif yang 
masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
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Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.55 
Upaya ini merupakan upaya yang lebih baik dari pada 
pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan 
pengendalian untuk mencegah supply and demand agar tidak 
terjadi saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya 
ancaman faktual. 
Dalam hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2017 bersama 
Haidar Hamzah selaku Kepala Bidang bagian Rehabilitasi Sosial di 
Dinas Sosial Kota Makassar mengatakan bahwa: 
“Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 
tentang anak jalanan, kami bentuk tim reaksi cepat yang 
mana beranggotakan 3 unsur didalamnya yaitu Satpol PP 
sebagai penegak perda, ada unsur dari Polrestabes yang 
membackup kami di lapangan, dan adapun unsur dari dinas 
sosial itu sendiri. Melalui tim reaksi cepat inilah kita 
melakukan pembinaan-pembinaan, melakukan 
pengawasan, dan memberikan pemahamaman kepada 
masyarakat.” 
 
Aipda Jiyanto juga dalam wawancara pada tanggal 5 Juni 
2017 mengungkapkan bahwa: 
“Jadi ya kami kepolisian juga melakukan backup dalam 
penertiban anak jalanan, yang mana anak jalanan ini 
jugalah yang banyak melakukan penyalahgunaan lem fox. 
Karena tidak selamanya anggota dinas sosial itu melakukan 
razia atau patrolinya berjalan mulus tanpa ada perlawanan. 
Dan memang banyak terjadi ketika kami melakukan patroli 
dan anak-anak itu melakukan perlawanan, yaitu bentuknya 
seperti mereka menyerang petugas, biasa dengan 
melakukan pelemparan batu, menggunakan busur, dan 
                                                          
55 Loc. Cit 
50 
 
bahkan sudah saya temukan ada anak yang berupaya 
menggunakan senjata tajam yaitu badik atau parang.” 
 
Jadi upaya preventif yang dilakukan berdasarkan hasil 
penelitian penulis, Polrestabes Makassar rutin melakukan patroli 
setiap harinya di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Selain itu 
Polrestabes Makassar bersama dengan Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Dinas Sosial Kota Makassar, membentuk Tim Reaksi 
Cepat dan lewat tim ini Polrestabes melakukan patroli dan 
pengawasan rutin di banyak titik lokasi yang dianggap rawan 
maupun lokasi umum lainnya di kota makassar. 
 
3. Upaya Represif 
Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah 
terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa 
penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan 
hukuman.56 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan AIPDA Jiyanto, Sat Binmas Polrestabes Makassar yang 
diwawancarai pada tanggal 5 Juni 2017 mengatakan bahwa: 
“Jadi kami kepolisian ini setelah mendapatkan anak, setelah 
diamankan di dinas sosial, itu selanjutnya di assessment, di 
ambil datanya, ditanyakan latar belakangnya kenapa 
melakukan hal seperti itu, kemudian tindak lanjutnya itu 
nanti kita arahkan ke bagian rehabilitasi yaitu di YKP2N.” 
 
                                                          
56 Loc.Cit 
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Hal itu sejalan dengan data wawancara pada tanggal 6 Juli 
2017 dengan Haidar Hamzah, selaku Kabid Rehsos Dinas Sosial 
Kota Makassar, yang memaparkan sebagai berikut: 
“Setelah Tim mendapat anak yang menyalahgunakan lem 
fox, anak tersebut akan dibawa ke kantor untuk di 
assessment, kami wawancarai, dan untuk ini kami 
menggunakan tenaga bantuan yang berkompeten yaitu 
Satuan Bakti Pekerja Sosial atau biasa disebut dengan 
Sakti Peksos. Lewat assessment ini bisa diketahui apa 
yang menjadi permasalahan. Kemudian setelah di 
assessment, setelah kami ketahui apa permasalahannya, 
kami tindak lanjuti dengan melakukan home visit, yaitu 
jangkauan kerumah anak tersebut. Melakukan pendekatan 
terhadap keluarganya, dan kita lihat bagaimana anak 
tersebut bergaul dilingkungannya. Selanjutnya jika memang 
anak tersebut sudah kecanduan napza atau sering 
melakukan kenakalan, maka kami meminta persetujuan 
orangtua untuk merujuk anak tersebut ke YKP2N, yaitu 
Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba. 
Disana mereka diberi pembekalan-pembekalan, mereka 
diajari masalah etika dan sebagainya.”  
 
Kemudian data wawancara dengan Rudi Saputra, salah satu 
staf Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan 
Obat-obatan, pada tanggal 24 Juli 2017 memaparkan bahwa: 
“Jadi disini, kami di YKP2N mengusahakan kembalinya 
fungsi sosial mereka sebagai anak. Kami memberikan 
mereka tanggung jawab. Jadi kegiatan mereka disini sehari-
harinya itu mulai dari bangun untuk melaksanakan sholat 
subuh berjamaah. Kemudian kita adakan sleep back, yaitu 
kita berikan waktu untuk tidur kembali sampai dengan pukul 
7 pagi. Kemudian anak-anak selanjutnya agar merapikan 
tempat tidurnya masing-masing. Jadi kita itu mengajarkan 
kebersihan. Kemudian ada namanya disini grup pagi, yaitu 
di grup pagi ini anak-anak memaparkan bagaimana 
perasaannya semalam, dan apa yang mereka rasakan pagi 
ini. Kemudian disini kami memberikan feedback yaitu 
penyampaian motivasi kepada anak-anak. Kemudian 
selanjutnya ada kegiatan edukasi dan kegiatan edukasi ini 
terbagi beberapa kategori, ada yang SD dan ada yang 
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SMP. Kemudian kita kasi waktu istirahat sebelum makan 
siang, anak-anak bisa main game atau membaca buku di 
perpustakaan. Setelah makan siang ada kegiatan 
vokasional, dan juga ada beberapa kategori, seperti desain 
grafis, las listrik, dan elektronika. Dan anak-anak yang tidak 
ikut kegiatan vokasional kita berikan waktu untuk tidur 
siang, karena kami disini selain kita utamakan untuk 
pemulihan kita juga utamakan kesehatannya anak-anak. 
Kemudian setelah sholat ashar ada kegiatan evaluasi, dan 
sorenya anak-anak boleh bermain di teras depan rumah. 
Dan sebelum tidur akan ada evaluasi akhir lagi dari para 
pendamping, lalu pada pukul 9 malam semua kegiatan 
anak-anak sudah harus distop dan untuk tidur. Jadi staf 
disini tetap berjaga dan menunggu di kamar hingga anak-
anak tertidur. Kemudian kembali lagi seperti semula. Jadi 
seperti itu garis besar kegiatan anak-anak di YKP2N.” 
 
 
 Pada Tahun 2011, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah 
indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib 
Lapor Pecandu Narkotika. 
Kemudian di 2014 lalu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan 
Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang 
ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, 
Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Sosial, dan Badan Narkotika Nasional. 
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka Peraturan Bersama 
inilah yang juga menjadi salah satu dasar hukum untuk upaya dan 
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langkah menyelamatkan korban penyalahgunaan narkotika dan obat-
obatan lainnya. 
Para pengguna narkoba itu tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku 
tindak pidana atau kriminal, dengan melaporkan diri pada Institusi 
Penerima Wajib Lapor (IPWL). Dan pada saat ini telah tersedia 274 IPWL 
di seluruh Indonesia yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, dan 
Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah atau Swasta. Dan di 
Sulawesi Selatan sendiri terdapat dua Institusi Penerima Wajib Lapor 
(IPWL), yaitu yang pertama adalah YKP2N (Yayasan Kelompok Peduli 
Penyalahgunaan Narkoba) di jalan RSI Faisal XII No. 48, Kota Makassar 
dan yang kedua adalah Yayasan Doulus Perwakilan Makassar di jalan 
Racing Centre I Blok AA/3 BTN Tonasa, Kota Makassar. 
Dan ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani. 
Pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu proses pecandu 
menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter 
untuk mengurangi gejala putus zat. Tahap kedua adalah tahap rehabilitasi 
non medis yaitu dengan melakukan berbagai program ditempat 
rehabilitasi, seperti melakukan program Therapy Communities (TC). 
Kemudian tahap ketiga adalah tahap bina lanjut yang akan memberikan 
kegiatan sesuai minat dan bakat. Selain itu, pecandu yang sudah berhasil 
melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah 
atau kembali bekerja.  
54 
 
B. Analisis Sosiologi Hukum Faktor Terjadinya Penyalahgunaan 
Lem Fox Oleh Remaja di Kota Makassar 
Problema remaja merupakan topik pembicaraan di Negara mana 
pun di seluruh dunia. Negara-negara super modern pun masih saja 
mempunyai persoalan dengan perkembangan remajanya. Pada 
kenyataannya negara-negara berkembang seperti Indonesia, problema 
remaja cukup ruwet. Hal ini disebabkan banyak faktor terutama sekali 
para remaja di negara berkembang belum siap menerima perubahan yang 
begitu cepatnya. Sementara itu lingkungan budaya yang begitu kukuh 
berakar dalam pribadi telah menentukan sikap tertentu terhadap 
perubahan tersebut. Akan tetapi keadaan jiwa remaja yang masih dalam 
keadaan transisi menunjukkan sikap labil dan gampang sekali 
terpengaruh terhadap sesuatu yang datang pada dirinya sehingga 
kadang-kadang timbullah konflik pada dirinya dengan lingkungannya.57 
Kenakalan remaja atau Juvenile Delinquecy ialah perilaku jahat 
(dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala 
sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 
disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 
mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang.58 
Awalnya kenakalan remaja hanyalah merupakan perilaku nakal dari 
kalangan remaja yang sering dikatakan sedang mencari identitas diri. 
Kenakalan remaja yang demikian ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran 
                                                          
57 Yesmil Anwar, 2010, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 374 
58 Kartini Kartono, 2013, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 6 
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pada orang tua, guru, teman, dan masyarakat umum. Justru perilaku yang 
demikian itu dapat dipahami sebagai suatu fase yang akan terjadi dan 
pasti akan dialami oleh setiap remaja. 
Namun saat ini kenakalan remaja tampak bukan lagi bersifat nakal, 
tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi sudah menjurus 
pada tindakan brutal seperti, perkelahian antar kelompok, perampasan, 
kebut-kebutan dijalan raya tanpa mematuhi aturan, penyimpangan 
seksual, hingga penggunaan obat-obat terlarang. 
Hubungan Narkotika, Psiktropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) 
dengan remaja ataupun generasi muda saat ini amat erat. Artinya sangat 
banyak kasus kecanduan dan pengedaran NAPZA yang didalamnya 
terlibat generasi muda, khususnya remaja sekolah dan luar sekolah (putus 
sekolah).  
Dan pada saat ini, salah satu bentuk kenakalan remaja yang 
berkaitan dengan NAPZA dan terus berkembang di tengah masyarakat 
ialah penyalahgunaan lem fox. Yang mana lem dengan fungsi untuk 
merekatkan suatu benda dengan yang lain malah dipergunakan dengan 
cara dihirup. 
Berikut jumlah anak yang menggunakan obat-obatan di Kota 
Makassar selama tiga tahun terakhir: 
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Tabel 1 
Jumlah Anak Yang Menggunakan Obat-obatan di Kota 
Makassar (2014-2016) 
 
No. 
 
Tahun 
Jenis Kelamin  
Total L P 
1.  2014 9 - 9 
2.  2015 20 - 20 
3.  2016 94 16 110 
Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar 
 
Jumlah anak di Kota Makassar yang menggunakan obat-obatan 
terus meningkat tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah anak yang 
menggunakan obat-obatan dan lem fox berjumlah 9 orang, semuanya 
adalah laki-laki, kemudian data tahun 2015 menunjukkan terjadi 
peningkatan menjadi 20 orang anak yang menyalahgunakan obat-obatan 
dan lem fox, semuanya juga masih berjenis kelamin laki-laki. 
Pertumbuhan anak yang menyalahgunakan obat-obatan dan lem fox pada 
tahun 2016 semakin besar, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah 
yang cukup besar dari tahun 2015 yaitu sebanyak 110 orang, dan 
diantaranya adalah 94 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. 
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Penigkatan jumlah populasi anak yang menyalahgnakan obat-
obatan dan lem fox secara sederhana dapat digambarkan seperti grafik 
dibawah ini: 
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Grafik Perkembangan Jumlah Anak Yang 
Menyalahgunakan Obat-Obatan dan Lem Fox
Jumlah Anak
   Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar 
 
Maraknya kebiasaan remaja yang mengonsumsi lem fox, baik itu 
usia sekolah dasar maupun menengah, yang kini bukan lagi sesuatu hal 
yang baru. Para pelaku penyalahgunaan lem fox ini memang meresahkan, 
tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. 
Fenomena penyalahgunaan lem fox yang dilakukan oleh remaja ini telah 
menjamur diberbagai wilayah di Kota Makassar yang jumlahnya dari 
waktu ke waktu semakin meningkat. 
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Tindakan penyalahgunaan lem fox ini telah mencuri perhatian 
masyarakat dan membuat rasa aman warga menjadi terusik. Karena lem 
yang dihirup tersebut dapat menimbulkan efek memabukkan yang 
kemudian membuat perilaku remaja tersebut menjadi tidak terkontrol, 
hilang kesadaran diri, hingga menjadi brutal dan mungkin saja mereka 
dapat melakukan tindak pidana seperti pencurian, perampokan, bahkan 
penganiayaan. 
Tidak hanya meresahkan, penyalahgunaan lem fox ini juga banyak 
memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan si pengguna, bagi keluarga, 
hingga terhadap kehidupan sosial. Berikut adalah dampak buruknya 
menghirup lem fox: 
a. Terhadap Pribadi 
1. Merubah kepribadian secara drastis, pemurung, pemarah 
dan tidak takut dengan siapapun. 
2. Timbul sikap masa bodoh, hilang selera makan, lupa 
sekolah, rumah, tempat tidur. 
3. Pemalas bahkan hidup santai, semangat belajar/bekerja 
turun, putus asa. 
4. Lupa dengan norma-norma. 
5. Sering berhalusinasi, sering panik, dan sering cemas. 
b. Terhadap Keluarga 
1. Tak segan mencuri uang keluarga atau menjual barang 
dirumah untuk mendapatkan uang. 
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2. Mengecewakan harapan keluarga, keluarga merasa malu di 
masyarakat. 
c. Terhadap kehidupan sosial 
1. Berbuat tidak sopan atau tidak senonoh terhadap orang lain. 
2. Tak segan mengambil milik tetangga ataupun orang lain 
untuk mendapatkan uang. 
3. Mengganggu ketertiban umum. 
4. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan 
umum. 
 
Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan AIPDA 
JIyanto, Sat Binmas Polrestabes Makassar yang diwawancarai pada 
tanggal 5 Juni 2017, Sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan lem 
fox ini, memaparkan bahwa: 
“Lem Fox jika dibiarkan maka yakin saja, nantinya akan meningkat. 
Yang awalnya remaja tersebut hanya menyalahgunakan lem fox, 
hanya menghirup lem fox, nanti mereka akan berani coba obat-
obatan daftar G, dan mungkin nanti mereka akan naik lagi ke 
pemakaian ganja dan sabu-sabu. Dan cikal bakal tindakan kriminal 
anak ini juga mungkin dikarenakan pengaruh obat-obatan. 
 Kemudian jika berdasarkan pengamatan kasus penyalahgunaan 
lem fox ini, mayoritas remaja kita ini melakukan penyalahgunaan 
dikarenakan yang pertama adalah faktor keluarga. Latar belakang 
keluarga mereka yang tidak harmonis, apakah ibu dan bapaknya 
sering cekcok dirumah, atau mungkin saja anak tersebut adalah 
anak broken home, sehingga anak tersebut kurang mendapat 
perhatian dan kasih saying orang tua. Atau juga dikarenakan 
ekonomi rendah. Kemudian penyebab yang kedua adalah 
pergaulan yang salah. Dan yang ketiga dikarenakan kurangnya 
kesadaran serta kurangnya pengawasan terhadap para penjual 
yang langsung membolehkan anak-anak untuk membeli lem 
tersebut sehingga sangat mudah sekali didapatkan”. 
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Berdasarkan penelitian berupa wawancara pada tanggal 24 Juli 
2017 yang dilakukan penulis dengan pengguna lem fox yang masih 
melakukan rehabilitasi di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahguna 
Narkotika dan Obat-obat terlarang atau yang biasa disingkat dengan 
YPK2N, dan salah seorang staf yang bekerja di YKP2N maka dapat 
diperoleh keterangan sebagai berikut: 
1) SY 
SY adalah anak berumur 12 tahun. Ia adalah siswa SD Malewang 
di Kota Makassar dan duduk di kelas 6 SD. SY juga adalah seorang 
pengamen. Sepulang sekolah hingga sore hari ia mencari rejeki di 
sekitaran lampu merah bandara.  
SY mengatakan alasannya menyalahgunakan lem fox karena 
diajak teman. Ia biasa menggunakan lem fox di pinggir jalan, di daerah 
arung teko. Ia juga mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan lem fox ia 
dan teman-teman melakukan kongsi-kongsi atau dengan mengumpulkan 
uang bersama hingga mencapai Rp.10000 (sepuluh ribu rupiah). 
Kemudian ada pula efek yang dirasakan SY setelah menggunakan lem 
tersebut ialah ia merasa pusing, mual dan ingin muntah. 
 
2) FA 
FA adalah anak berumur 14 tahun. FA adalah seorang siswa di 
SMP 19 Makassar. Ia mengungkapkan bahwa alasannya 
menyalahgunakan lem fox adalah karena dipengaruhi oleh teman. FA 
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mengatakan bahwa untuk mendapatkan satu kaleng lem fox, ia dan 
teman-teman mengumpulkan uang bersama, yaitu Rp.1000 (seribu 
rupiah) untuk satu orang, hingga cukup Rp.10000 (sepuluh ribu rupiah) 
jadi satu kaleng tersebut dapat digunakan oleh 10 anak. FA juga 
mengungkapkan bahwa ia biasa menggunakan lem fox di lingkungan 
sekolah dan pada saat waktu sekolah, ia mengaku biasa membolos 
bersama teman untuk menyalahgunakan lem fox.  
FA mengatakan kalau lem tersebut digunakan dengan cara dituang 
terlebih dahulu kedalam plastik, kemudian dari plastik itulah dihirup 
aromanya. Ia mengaku akan merasa senang setelah menghirup lem 
tersebut dan kemudian akan merasa pusing dan mabuk. Ia juga mengaku 
tahu kalau perbuatannya itu dapat merusak otak, namun karena terus 
dipengaruhi teman maka FA tetap saja menyalahgunakan lem fox 
tersebut. 
 
3) DF 
DF adalah anak berumur 12 Tahun. Ia adalah siswa Sekolah Dasar 
Toddopuli dan duduk dikelas 5 SD. Ia mengungkapkan bahwa pertama 
kali ia menggunakan lem fox dikarenakan hanya ingin coba-coba, namun 
kemudian akhirnya DF kecanduan dan ingin terus menggunakan lem fox. 
DF mengatakan bahwa biasanya ia menggunakan lem fox di rumah 
temannya yang juga merupakan tetangga dari DF sendiri. Dan agar tidak 
ketahuan DF melakukan aksi hisap lem fox di atas genteng rumah 
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temannya itu. Ia mengatakan bahwa menggunakan lem fox itu biasanya 
dari plastik dan biasa juga langsung dari kaleng lem fox tersebut. 
 
4) MY 
MY adalah anak 10 tahun. MY saat ini telah direhabilitasi selama 5 
(lima) bulan lebih di YKP2N. Ia duduk di kelas 5 SD di sekolah dasar 
mandai. MY mengatakan bahwa ia hanya menggunakan lem fox sekali 
saja kemudian ditangkap. MY juga mengungkapkan alasannya 
menggunakan lem fox adalah karena dipaksa oleh teman. MY 
mengatakan kalau ia mendapatkan lem fox itu dari teman tanpa ia 
mengeluarkan uang sedikitpun, dengan kata lain teman MY-lah yang 
membeli lem fox tersebut. Ia mengaku menggunakan lem fox bersama 
temannya di jalan baru mandai (saat ini adalah underpass simpang lima 
mandai makassar). 
 
5) MI 
MI adalah anak berumur 15 tahun. Ia bekerja sebagai tukang parkir 
di daerah kumala. MI mengatakan bahwa ia tidak bersekolah karena 
harus membantu ibunya mencari rezeki. Kemudian MI mengatakan alasan 
ia sering menggunakan lem fox karena diajak oleh teman. MI juga 
mengatakan bahwa ia pernah mencoba berhenti menggunakan lem fox, 
namun kembali diajak oleh temannya. MI mengungkapkan bahwa ia 
membeli lem tersebut sendiri dengan harga Rp.8000 (delapan ribu 
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rupiah), yang selanjutnya lem fox tersebut dapat ia gunakan bersama 2 
(dua) orang temannya. 
Keterangan lain yang diperoleh dari hasil hasil wawancara pada 
tanggal 6 Juli 2017 dengan Haidar Hamzah, yaitu Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar ini memaparkan 
pendapatnya sebagai berikut: 
“Menurut yang sering kami temui disini, para remaja itu 
menyalahgunakan lem fox mayoritas karena pergaulan yang salah 
dan remaja itu kan suka coba-coba, kemudian yang kedua itu 
adalah kurangnya perhatian dari orang tua, dan saya kira yang 
terakhir dan turut menjadi sebab mengapa banyak pakai lem fox 
itu karena lem itu sendiri mudah didapat, remaja tahu kalau 
dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) saja kita sudah bisa fly” 
 
Data lain yang disampaikan oleh Rudi Saputra yang di wawancarai 
pada tanggal 24 Juli 2017 terkait faktor mengapa remaja sering 
menyalahgunakan lem fox, mengatakan pendapatnya bahwa: 
“Kalau persoalan faktor, sebelum kita mengarah ke lingkungan, 
sebelum kita menyalahkan lingkungan, saya rasa kita lihat dulu 
keluarganya. Karena faktor utama anak menjadi korban 
penyalahgunaan itu ya kembali lagi dari keluarga. Memang alasan 
klasik dari keluarga itu adalah faktor ekonomi, kemudian di sisi lain 
ya ada beberapa orang tua yang tidak bisa mengontrol anaknya. 
Jadi dia terlalu fokus untuk mencari nafkah, hingga anaknya 
terbengkalai seperti itu. Nah karena kurangnya kontrol, karena 
kurangnya perhatian serta kasih sayang seperti itu maka si anak 
merasa tidak nyaman dirumah. 
 Karena tidak nyaman dirumah, si anak pun akan lari bergaul ke 
lingkungan sekitarnya. Nah kemudian mungkin disini lah anak 
bertemu dengan anak lain yang biasa menghisap lem fox, lalu 
disinilah biasanya teman-teman yang lain itu mempengaruhi si 
anak untuk ikut menghisap lem fox. Dan untuk pertama kali si 
anak coba ini kan dia akan merasa pusing, hidung terasa sakit dan 
juga sakit kepala. Tetapi kemudian setelah ia coba satu kali, untuk 
kedua dan kesekian kalinya mereka akan sudah mulai merasa 
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nyaman. Pengaruh lem itu kan membuat si anak berhalusinasi. 
Dia akan lupa tentang urusan duniawinya. Mereka tidak berfikir 
lagi bagaimana susahnya hidup atau susahnya mencari uang dan 
sebagainya.” 
 
Maka berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bahwa 
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan remaja di kota Makassar 
menyalahgunakan lem fox, yaitu faktor internal dan faktor ekternal. 
1. Faktor Internal 
Faktor internal berlangsung lewat proses internalisasi diri yang 
keliru oleh remaja dalam menanggapi lingkungan di sekitarnya. 
Remaja cenderung menyalahgunakan lem fox dikarenakan 
remaja itu sendiri sering coba-coba dalam melakukan hal baru, 
selain itu remaja juga belum tahu bagaimana dampak buruk dari 
penyalahgunaan lem fox. 
2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal berlangsung melalui pengaruh dari alam sekitar 
yang menimbulkan perilaku tertentu pada remaja. Faktor 
eksternal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan lem 
fox adalah: 
a. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk 
membesarkan dan mendewasakan anak. Disinilah anak 
mendapatkan pendidikan yang utama. Oleh karena itu 
keluarga memiliki peranan yang penting dalam 
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perkembangan anak. Apakah anak tersebut berasal dari 
keluarga yang broken home atau dari keluarga yang 
tergolong ekonomi rendah ataupun orangtua yang terlalu 
sibuk dalam bekerja sehingga kurang memberikan perhatian 
kepada anak. Anak pun merasa sendiri dan tidak nyaman 
dalam lingkungan keluarga sehingga keluar ke lingkungan 
sekitar atau teman-temannya. Dan kurangnya pengawasan 
seperti inilah yang juga membuat anak merasa bisa 
melakukan berbagai tindakan yang belum ia ketahui pasti 
apa akibat dari tindakan-tindakannya, seperti halnya 
menyalahgunakan lem fox.   
b. Faktor Lingkungan 
Pada usia remaja, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh 
yang cukup besar. Sebab masa remaja adalah masa yang 
sedang mengembangkan kepribadiannya, yang 
membutuhkan teman-teman dan masyarakat. Namun kondisi 
lingkungan atau pergaulan yang salah dapat membuat 
pribadi remaja menjadi menyimpang. 
c. Faktor Keterjangkauan 
Faktor ketiga yang membuat masih seringnya terjadi 
penyalahgunaan lem fox adalah karena lem fox ini sendri 
sangat mudah didapatkan. Remaja dengan mudah 
mendapatkan lem fox dengan membeli di pasar, di toko 
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besar maupun toko kecil. Di toko bangunan hingga tempat 
jasa fotocopy yang juga menjual perlengkapan alat tulis. 
Dengan ketersediaan dan harga yang lebih murah remaja 
sudah dapat merasakan sensasi mabuk, sehingga remaja 
juga lebih memilih untuk menyalahgunakan lem fox ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 
penyalahgunaan Lem fox oleh remaja yang ditempuh melalui: 
a. Upaya pre-emtif berupa pembinaan dengan memberikan 
pengetahuan dan kesadaran akan bahayanya 
menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya, kemudian memberikan pendidikan hukum pada 
umumnya yang baik kepada para remaja melalui penyuluhan 
yang dilakukan disekolah-sekolah dan juga penyuluhan 
kepada anggota masyarakat khususnya orangtua agar lebih 
menjaga anaknya. 
b. Upaya preventif berupa pengawasan dan pencegahan 
terjadinya penyalahgunaan dengan melakukan melakukan 
patroli setiap harinya di wilayah hukum Polrestabes 
Makassar. Selain itu Polrestabes Makassar bersama dengan 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota 
Makassar, membentuk Tim Reaksi Cepat dan melalui tim ini 
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Polrestabes melakukan patroli dan pengawasan rutin di 
banyak titik lokasi yang dianggap rawan maupun lokasi 
umum lainnya di kota Makassar. 
c. Upaya represif berupa penangkapan dan rehabilitasi. 
Kegiatan ini dilakukan oleh Aparat Kepolisian, Dinas Sosial, 
serta panti rehabilitasi yang ada di kota Makassar yang 
mana salah satunya adalah YKP2N untuk melakukan 
pemulihan, bimbingan, serta pembentukan karakter kepada 
setiap remaja yang menyalahgunakan Lem fox. 
2. Faktor penyebab remaja di kota Makassar menyalahgunakan 
lem fox berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hal 
tersebut umumnya disebabkan karena tiga faktor, yaitu yang 
pertama adalah dikarenakan faktor keluarga, kemudian yang 
kedua adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor 
ketersediaan serta keterjangakauan dari lem fox itu sendiri. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubung dengan 
permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
1. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat membuat sebuah 
peraturan yang jelas mengenai lem fox, serta obat-obatan 
lainnya dan Pemerintah juga harus memiliki mekanisme 
pengawasan terhadap penjualan lem fox. Dan disamping ada 
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larangan, harus disertai sanksi yang tegas kepada penjual lem 
kepada anak-anak. 
2. Untuk mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan lem fox 
serta kenakalan remaja lainnya, maka sangat diharapkan 
komunikasi yang baik antara orangtua dan anak didalam 
sebuah keluarga, agar orangtua dapat memahami anaknya 
lebih dekat. 
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